BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Lowokwaru Malang
1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Lowokwaru Malang

Lapas Kelas | Lowokwaru Malang, didirikan pada jaman colonial
Belanda tahun 1917 yang pada awalnya diperuntukan bagi Hindia Belanda
dengan sistem kepenjaraan (sistem balas dendam). Seluruh falsafah sistem
kepenjaraan tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga
dirubah dengan sistem pemasyarakatan sejak tanggal 27 April 1964 dan mulai
saat itu sistem kepenjaraan tidak berlaku lagi di seluruh Indonesia dan
berganti nama dengan sistem pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan Klas |I Malang berlokasi di jalan Asahan
Nomor 7 Malang, merupakan bangunan peninggalan Belanda yang didirikan
pada Tahun 1918. Luas tanah Lapas Klas | Malang 50.110 m2 dengan luas
Bangunan 14.679 m2 terdiri dari : Gedung Perkantoran, Blok Kamar Hunian
sebanyak 22 Blok dan 211 kamar, Rumah Sakit Lapas, Masjid, Gereja, Pura,
Aula/Gedung Serba Guna, Sarana Olah Raga (Bola volly, Basket, Tennis
Lapangan, Futsal, Bulu Tangkis, Pertamanan dan Pertaniaan). Lembaga
Pemasyarakatan Klas | Malang memiliki kapasitas daya tampung sebanyak :
936 Orang. Keadaan isi penghuni pada tanggal 22 Pebruari 2016 sebanyak :
1.871 orang terdiri dari : Tahanan Dewasa 526 orang; Tahanan Anak 3 orang;

Napi Dewasa 1337; Napi Anak 4; Sandera 1 orang. Berdasarkan jumlah



tersebut maka penghuni Lapas Klas | Malang memiliki jumlah hunian rata-
rata 1.800 Orang yang terdiri dari Narapidana dan Tahanan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian terakhir dari sistem
peradilan hukum dengan tujuan menampung, merawat, membina serta
melindungi narapidana dan anak didik. Disamping sebagai tempat menjalani
hukuman, Lembga Pemasyarakatan Kelas | Lowokwaru Malang digunakan
juga sebagai tempat pembinaan dan bimbingan narapidana. Jadi, meskipun
seorang narapidana kehilangan kebebasan bergerak mereka tidak kehilangan
kebebasan berkarya. Dalam perkembangannya Lapas Kelas | Lowokwaru
Malang telah melaksanakan aturan-aturan yang berbeda dengan sistem
kepenjaraan dimasa colonial Belanda.

Lapas Kelas | Malang merupakan sebuah lembaga dalam kategori Klas
| yang berkaitan dengan dengan isi kapasitas hunian dan sarana sistem
pengamanan. Lapas Klas | Malang pada mulanya disebut penjara, bertujuan
memberikan penjeraan (efek jera) kepada narapidana. Narapidana merupakan
orang-orang tertentu yang telah melakukan tindak pidana merupakan
kejahatan atau pelanggaran hukum dan dianggap bersalah sesuai dengan
keputusan hakim. Narapidana juga menjadi objek dalam pelaksanaan
pembangunan yang pada dasarnya mereka mempunyai hak dan kewajiban,
juga perasaan dan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia.

Diangkat dari prinsip diatas, maka Lapas Klas | Malang mengatur pola
pembinaan dari yang bersifat kepenjaraan (Reglemen Penjara) menjadi sifat

pemasyarakatan, yaitu suatu sistem tatanan mengenal arah dan batas serta



2.

cara pembinaan. Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang
dilaksanakannya secara terpadu antara Pembina, Warga Binaan
Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Narapidana tidak dianggap sebagai objek semata melainkan mereka
diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dengan keterampilan berupa
kerajinan tangan yang memanfaatkan barang bekas, perkebunan,
perbengkelan otomotif dan lain-lain. Sehingga narapidana memiliki bekal

keterampilan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Visi, Misi, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Lowokwaru
Malang
Visi dan misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Lowokwaru

Malang adalah terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan Klas | Malang yang
PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).
Sedangkan misi Lembaga Lowokwaru adalah :

¢ Melaksanakan Pengamanan dengan PASTI

e Melaksanakan Pembinaan dengan PASTI

e Melaksanakan Pelayanan dengan PASTI

e Melaksanakan Managemen Rumah Tangga & Ketatausahaan dengan

PASTI



Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Klas | Lowokwaru Malang adalah:

Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif
berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga
yang baik dan bertanggungjawab.

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah
Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan
dan pemeriksaan di siding pengadilan

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak-pihak
yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita
untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan

dirampas untuk Negara berdasarkan keputusan pengadilan

Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan
Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat,
sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan
bertanggungjawab (Pasal 3 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-

PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga



Pemasyarakatan, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Lembaga

Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

a. Melakukan pembinaan Narapidana/anak didik

b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola
hasil kerja

c. Memberikan bimbingan social/kerohanian Narapidana/anak didik

d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS

e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Lowokwaru
Malang
Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Malang merupakan unit pelaksanaan
teknis pemasyarakatan yang membina warga binaan (narapidana),
kedudukannya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Propinsi Jawa Timur, bertempat di Surabaya. Susunan organisasi Lembaga
Pemasyarakatan Kelas | Malang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia No.01-PR-07.03 tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985,
adalah sebagai berikut:
a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), bertugas memimpin secara

keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup



organisasi Lapas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang

dilakukan dalam Lapas.

Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), bertugas melaksanakan urusan

tata usaha dan rumah tangga Lapas, Bagian Tata Usaha terdiri atas:

Kepala Sub Bagian Kepegawaian bertugas melakukan urusan
kepegawaian
Kepala Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan urusan
keuangan dan,
Kepala Sub Bagian Umum bertugas melakukan urusan surat

menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

Kepala Bidang Pembinaan Narapidana (Kabid Pembeinaan Narapidana)

bertugas melakukan pembinaan narapidana, terdiri atas:

Kepala Seksi Registrasi, bertugas melakukan pencatatan dan
membuat statistic serta dokumentasi sidik jari narapidana
Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, bertugas memberikan
bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan
olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan
bersyarat narapidana. Dalam melaksanakan tugas pembinaan seksi
bimbingan pemasyarakatan dibagi menjadi:

- Seksi Bimbingan Agama Islam

- Seksi Bimbingan Agama Kristen

- Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Sosial

- Seksi Bimbingan Pengetahuan Umum



- Seksi Bimbingan Olahraga dan Kesenian

iii. Kepala Seksi Perawatan Narapidana, bertugas mengurus kesehatan
dan memberikan perawatan bagi narapidana

Kepala Bidang Kegiatan Kerja (Kabid Kegiatan Kerja) bertugas

memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, dan

mengelola hasil kerja narapidana, terdiri dari :

i. Kepala Seksi Bimbingan Kerja bertugas memberikan petunjuk dan

bimbingan kerja bagi narapidana

ii. Kepala Seksi Sarana Kerja bertugas mempersiapkan fasilitas sarana
kerja

iii. Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja bertugas mengelola hasil
kerja

Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Kabid

Administrasi Keamanan dan Tata Tertib) bertugas mengatur jadwal

tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan,

penerimaan laporan harian, dan berita acara dari satuan pengamatan

yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan

menegakkan tata tertib.

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri atas :

I. Kepala Seksi Keamanan bertugas mengatur jadwal tugas,

penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan



ii.  Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib bertugas menerima laporan
harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta
mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan

f. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka KPLP) bertugas menjaga
keamanan dan ketertiban Lapas terdiri atas :
i.  Komandan Peleton A
ii. Komandan Peleton B
iii.  Komandan Peleton C

iv.  Komandan Peleton D



KALAPAS

KEPALA KPLP

Bagan |

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS | MALANG
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4. Sarana dan Prasarana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

I Lowokwaru Malang

Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan Pemasyarakatan yang ada

di Lapas Lowokwaru antara lain :

a. Ruang kantor pegawali, terdiri dari :

1.

2.

5.

6.

Ruang Bagian Umum;

Ruang Bagian Administrasi Keamanan;
Ruang Registrasi;

Ruang Tata Usaha;

Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas;

Ruang Pembimbingan Pemasyarakatan;

b. Ruang besuk atau kunjungan

c. Sarana dan Prasarana pembinaan narapidana, terdiri dari :

1.

Tempat ibadah terdiri atas 1 (satu) masjid, 1 (satu) Gereja dan 1
(satu) Pura;

Ruang pendidikan, yaitu tempat diadakannya paket A, paket B, dan
Paket C, terdiri dari meja belajar, alat tulis, papan tulis dan buku
pelajaran;

Ruang kesenian, meliputi: kesenian Kuda lumping, kesenian ludruk
dan seni musik;

Bengkel kerja bagi narapidana terdiri dari tempat kerajinan rotan,

tikar,keset (dari sabut kelapa), kayu besi dan pertukangan;



Tempat olahraga, seperti lapangan sepakbola, lapangan basket,
lapangan bola voli, bulutangkis dan tenis meja;

1 (satu) kantin yang berada di dekat ruang petugas pengamanan
yang disediakan lapas untuk narapidana dan tahanan dalam
memnuhi kebutuhan sehari-hari;

1 (satu) buah warung telekomunikasi (wartel) yang terletak di dekat
pos di blok 1 yang bertujuan untuk memudahkan narapidana dan

tahanan dalam berkomunikasi dengan keluarganya.

Pos penjagaan terdapat sebelas unit yang terdapat di :

1.

3.

4.

Sepanjang ruas jalan utama dalam lingkungan lapas terdapat 4
(empat) pos penjagaan

3 (tiga) pos penjagaan yang terdapat di beberapa blok yaitu blok
X1V, blok XV1 dan pos penjagaan pada blok 1

4 (empat) pos penjagaan di setiap sudut bangunan lapas

1 (satu) pos penjagaan di pintu masuk bangunan lapas

Ruang bagi penghuni Lapas yang terdiri dari tahanan dan narapidana

meliputi 22 (dua puluh dua) blok, yang terdiri dari :

L,

2.

17 (tujuh belas) blok ditempati sebagai tempat tinggal narapidana
yaitu blok I11 sampai dengan blok XII
2 (dua) blok digunakan untuk tempat kerajinan kayu dan rotan

yaitu blok XV dan XVII



3. 1 (satu) blok yaitu blok Il digunakan sebagai poliklinik yang dapat

digunakan bagi narapidana dan tahanan yang sakit. Klinik ini

disebut rumah sakit lapas (RSLP)

4. 1 (satu) blok, yaitu blok I digunakan ruangan khusus tahanan

5. Jumlah SDM (Petugas) di

Lowokwaru Malang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas |

Tabel 2

Jumlah SDM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Malang

Berdasarkan jenis kelamin

Laki-laki Perempuan Jumlah
144 15 159
Menurut golongan
| I il v
= 36 112 11
Berdasarkan Pendidikan
SD SMP SMA D3 S1 S2
1 - 45 2 101 20

Berdasarkan Bidang Kerja

Tata Usaha Adm.

Kegiatan Pembinaan

KPLP +




Kamtib

Kerja

Napi Rutan

20

10

20

35 74

Jumlah sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Malang

berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sejumlah 144 dan perempuan sejumlah

15 orang dengan jumlah total

155 petugas yang bekerja di lembaga

pemasyarakatan kelas | Malang . Berdasarkan tingkat pendidikan di dominasi

lulusan S1 dengan jumlah 101 orang, kemudian lulusan SMA sejumlah 45 orang ,

S2 dengan 20 orang dan lulusan SD sebanyak 1 orang. Sedangkan berdasarkan

bidang kerjanya yang bekerja di bidang KPLP dan rutan sebanyak 74 orang.

6. Jumlah Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas |

Lowokwaru Malang

Tabel 3

Jumlah Tahanan dan Narapidana Tahun 2016

Keadaan jumlah tahanan dan narapidana 2016

Napi/Tahanan Kapasitas Lapas Isi Lapas
Se-Indonesia 106.670 191.805
Jawa Timur 10.876 15.927
Malang 936 1.901

Jumlah narapidana pertanggal 30 maret 2016 di Indonesia adalah sebesar

191.805 orang dengan kapasitas isi penghuni lapas yang hanya sebesar 106.670.

Di Jawa Timur sendiri telah terjadi kelebihan kapasitas narapidana. Hal ini juga




terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Malang dimana jumlah penghuni
lembaga pemasyarakatan melebihi kapasitasnya yang hanya sebesar 939 dan harus
dihuni dengan 1.901 tahanan dan narapidana. Hal ini sangat memprihatinkan
dimana dengan keadaan tersebut para warga binaan pemasyarakatan harus berbagi
tempat yang sangat terbatas dengan yang lainnya, selain itu dengan jumlah yang
melebihi batas ini akan sangat mudah memicu pertengkaran atau keributan sesame
penghuni lembaga pemasyarakatan. Dalam keadaan seperti ini, petugas haruslah
bekerja lebih keras untuk memantau dan mendidik narapidana yang ada di dalam
lapas ini. Dengan jumlah narapidana yang sangat banyak,perlu sekali untuk
menambah sumber daya manusia yang dapat diperkerjakan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas | Malang agar petugas yang ada tidak kewalahan dan lebih

meningkatkan kualitas dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

. Pelaksanaan Pemberian Remisi Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan

Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964
telah memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan
dengan sistem pemasyarakatan. Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas
menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia,

dengan merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan.



Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan berdasarkan

Konferensi Lembaga tahun 1964 adalah:*

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal
hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat

2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan
bimbingan

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih
jahat dari pada ia sebelum masuk lembaga

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan
kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi
waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara
saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan
Negara

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia
meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa
itu penjahat

9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan

10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan

pelaksanaan sistem pemasyaraatan.

' Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,Refika
Aditama,Bandung,2009,him 98



Berdasarkan pada prinsip pertama dalam Koferensi Lembaga tahun 1964
yang menyatakan bahwa orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan
kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat,
dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setiap narapidana atau warga binaan yang
menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan haruslah diperlakukan
selayaknua manusia pada umumnya tanpa adanya diskriminasi bahwa ia telah
melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Maksud dari diperlakukan dengan
selayaknya ialah dapat berupa pemberian bekal hidup atau ilmu yang dapat
digunakan oleh narapidana atau warga binaan saat selesai menjalani masa

hukumannya.

1. Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Malang
Berdasarkan Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 februari 1965
tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka dikemukakan bahwa bentuk
pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Malang
dilaksanakan melalui 4 tahapan dimana hal ini merupakan satu kesatuan
dalam proses yang bersifat terpadu, yaitu:
a. Tahap Pertama
Bagi setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan
dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal pribadi tentang dirinya,
termasuk sebab-sebab narapidana melakukan pelanggaran dan segala
keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas

majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta



dari petugas instansi yang menangani perkaranya. Pembina pada tahap
ini disebut pembinaan tahap awal dimana kegiatan masa pengamatan,
penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan
pelaksanaan program pembinaan kepribadian kemandirian yang
waktunya dinilai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai
narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidanannya. Pembinaan pada
tahap ini masih dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dan
pengawasannya maksimum.

. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah
berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut
tim pengamat pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai
cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin
dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga
pemasyarakatan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan
kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan

dengan melalui pengawasan medium.

. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah menjalani ¥ (setengah)
dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup
kemajuannya baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi
ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan

program asimilasi yang pelaksanaanya terdiri dari dua bagian antara lain:



1. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan %
dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan
di dalam lembaga pemasyarakatan dan pengawasannya sudah
memasuki tahap medium security.

2. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan
yang pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Dalam tahap
lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan
selanjutnya dapat diberikan pengurangan masa tahanan (remisi),
pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan
minimum security.

d. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang
sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut
pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan
pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap
lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dan narapidana yang
bersangkutan. Pembinaan dalam tahap ini bagi narapidana yang telah
memenuhi syarat untuk diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan
bersyarat dan pembinaannya dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan
oleh balai pemasyarakatan yang kemudian disebut dengan pembimbing
klien pemasyarakatan, pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk

mengungkapakan kualitas ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,



intelektual, sikap dan perilaku professional, kesehatan jasmani dan
rohani.?

Menurut keterangan kepala BIMPAS LAPAS kelas | Malang
Bapak Agus Heryanto di dalam ruang lingkup narapidana pola
pembinaan narapidana dapat dibagi dalam dua bidang, yakni :*

1. Pembinaan Kepribadian yang terdiri dari :

a. Pembinaan kesadaran beragama

b. Pembinaan berbangsa dan bernegara

c. Pembinaan kemampuan intelektual

d. Pembinaan kesadaran hukum

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program
yakni:

a. Ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya
kerajinan tangan, industry rumah tangga, reparasi mesin dan
alat-alat elektronik dan sebagainya

b. Ketrampilan untuk mendukung usaha industry Kkecil,
misalnya pengelolaan bahan mentah dan bahan alam menjadi
setengah jadi dan bahan jadi

c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para

narapidana masing-masing

? Wawancara dengan Bapak Chotim Kasi Registrasi kelas | Malang, tanggal 9 April 2016
¥ Wawancara dengan Bapak Agus Kepala Bimpas LAPAS kelas | Malang, tanggal 30 April 2016



2. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
I Malang
Sistem pembinaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas
I Malang dilaksanakan berdasarkan pasal 5 Undang-undang 12 tahun 1995
tentang Pemasyarakatan yaitu:*
a. Pengayoman
Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan
dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya
tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan
bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi
warga yang berguna di dalam masyarakat.
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
Persamaan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada setiapwarga
binaan pemasyarakatan tanpa memeda-bedakan orang tersebut.
c. Pendidikan
Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan didalam
lembaga pemasyarakatan tetap berlangsung bagi warga binaan lembaga
pemasyarakatan yang membutuhkan
d. Pembimbingan
Pembimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila antara lain
penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian

dan kesempatan menunaikan ibadah

* Pasal 5 Undang-undang 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan



€.

Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai
orang Yyang tersesat, warga binaan pemasyarakatan harus tetap
diperlakukan sebagai manusia pada umumnya

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang
berarti bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam
LAPAS untuk jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga
mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaiki diri. Selama di
LAPAS warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya
yang lain seperti layaknya manusia dengan kata lain hak perdatanya
tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan,
minum, pakaian, tempat tidur, pelatihan, ketrampilan, hiburan
Terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang
tertentu

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dengan
orang-orang adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan ada
di dalam LAPAS tetapi tetap harus didekatkan dan dikenalkan dengan
masyarakat dan tidak boleh diasingkan dalam masyarakat, anata lain
berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan dalam
LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan
berkumpul bersama keluarga seperti program cuti mengunjungi

keluarga.



Sesuai dengan survey yang dilakukan oleh penulis, diperoleh inforasi
oleh narapidana yang telah bebas dari LAPAS kelas | Malang bahwa
mengenai narapidana sebelum kembali ke masyarakat mereka mendapat
pembinaan dan bimbingan dari kegiatan sistem Pemasyarakatan yang telah
diterapkan di dalam LAPAS Kelas | Malang, yang merupakan sarana
perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola pelaksanaan
pidana penjaga agar memperolen keberhasilan dan mempersiapakan
narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat dengan baik. Menurut
salah satu narapidana Bambang yang mewakili narapidana lainnya, ia merasa
selama didalam LAPAS sudah merasa diperlakukan dengan baik dan sangat
merasa terayomi, ia mendapatkan sarana untuk beribadah, pendidikan,
pelayanan kesehatan, makanan yang layak dan masih dapat menjaga
hubungan baik dengan keluarga yaitu dengan adanya jam besuk. Semua akan
berjalan dengan baik selama tidak melanggar peraturan dan tidak dikenai

hukuman disiplin didalam penjara.®

3. Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Malang
Mengenai  pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas | Malang adalah melalui beberapa tahap diantaranya:
1. Admisi Orientasi

2. Pendidikan Bimbingan

> Wawancara dengan, Bambang. Narapidana LAPAS Kelas | Malang, tanggal 30 April 2016



3. Assimilasi

4. Integrasi

Penjelasan  mengenai  pelaksanaan pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas | Malang adalah sebagai berikut :

1.  Admisi Orientasi

Dalam masa orientasi narapidana di blok tersendiri, dipisahkan dari
narapidana lain, atau narapidana lama. Narapidana yang berada pada
tahap admisi orientasi ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Malang
ditempatkan pada blok V atau blok karantina sebelum diturunkan
menjadi narapidana resmi. Penempatan narapidana dalam masa admisi
orientasi, waktunya sangan relative tergantung masa pidanannya yang
diperkirakan waktunya mulai dari satu minggu, dua minggu, sampai
dengan tiga minggu.®

Bagi narapidana yang berada pada masa admisi orientasi ini yang
ditempatkan di blok karantina adalah merupakan masa orientasi
pengenalan lingkungan. Setelah selesai menjalankan admisi orientasi
bagi narapidana dikumpulkan diruangan AO (Ruang Admisi
Orientasi) untuk diberikan penjelasan-penjelasan dan penerangan-
penerangan oleh anggota TPP. Dalam kegiatan ini memberikan
pengarahan dan penjelasan mengenai peraturan tata tertib dan disiplin

yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, program Kkerja

®Wawancara dengan Bpk Gatot Kasi Bimkemasy pada tanggal 30 April 2016



lembaga dalam pembinaan narapidana, tata cara dan prosedur
pengajuan keluhan dari narapidana, hak dan kewajiban narapidana di
dalam lembaga pemasyarakatan, kunjungan keluarga dan masalah
surat menyurat, kerukunan antar umat beragama. Sebelum kegiatan
tersebut dimulai terlebih dahulu semua narapidana membacakan
Pancasila dan Catur Dharma narapidana secara bersama-sama. Setelah
penerangan-penerangan diatas diberikan, maka anggota TPP
mengadakan pengecekan ulang terhadap narapidana satu persatu
mengenai identitas narapidana, besarnya pidana, perkara yang
dilakukan, hobby dan lain sebagainya.

Pengecekan ulang dimaksudkan untuk pembinaan selanjutnya
selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Malang
sampai bebas. Pengecekan ulang narapidana pada masa admisi
orientasi ini di lembaga pemasyarakatan kelas | Malang dikenal
dengan istilah “roll”. Setelah selesai diadakan roll tersebut, yang
bersangkutan baru diturunkan ke blok-blok sebagai narapidana resmi
dan penempatan bloknya disesuaikan dengan jenis perkara yang
dilakukannya.

. Pendidikan Bimbingan

Masa pendidikan/bimbingan adalah masa pembinaan lanjutan agar
para narapidana selama menjalani masi pidanannya di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas | Malang sampai bebas nanti benar-benar

menyesali perbuatannya yang melanggar hukum dan tidak akan



mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya, sehingga dapat
diterima di dalam masyarakat dan menjadi warga Negara yang baik
dan patuh hukum yang beguna bagi pembangunan Negara. Oleh
karena itu pembinaan selanjutnya ditekankan dalam beberapa segi
diantarannya:
a. Perawatan terhadap narapidana
b. Pembinaan keamanan dan ketertiban
c. Pembinaan pendidikan mental dan kerohanian
. Asimilasi

Asimilasi merupakan proses pemasyarakatan narapidana dengan
masyarakat luar. Asimilasi diberikan kepada narapidana yang telah
mmenjalani masa pidana dari pidana yang sebenarnya, dengan
ketentuan narapidana yang bersangkutan harus berkelakuan baik
selama di bina dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Malang selain
itu narapidana juga harus jujur, dapat dipercaya dan bertanggung
jawab. Pengusulan asimilasi bagi narapidana ini diusulkan melalui
siding TPP pelaksanaan assimilasi di Lembaga Pemasyrakatan Kelas |
Malang.
. Integrasi

Integrasi bagi narapidana dapat diberikan apabila narapidana telah
menjalani 2/3 masa pidana dari pidana yang sebenarnya, integrasi
diberikan dalam bentuk Pembebasan Bersyarat (PB). Narapidana yang

berhak mendapatkan PB harus memenuhi syarat umum vyaitu



berperilakuan baik selama di dalam Lapas dan tidak sedang menjalani
hukuman disiplin yang terdapat pada buku register F, selain itu
narapidana juga harus sehat jasmani dan rohani disertasi dengan
keterangan dokter yang menyatakan bahwa narapidana tersebut sehat.
Syarat khusus telah menjalani dua pertiga masa pidana yang

sesungguhnya atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan.’

Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat dapat dikatakan
juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan
pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali di dalam masyarakat
terutama di dalam lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Aldo, untuk mencapai hal tersebut kepada mereka selama di Lembaga
Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan
usaha-usaha sosial secara gotong royong sehingga pada waktu mereka
kembali ke masyarakat mereka memiliki sifat-sifat positif untuk dapat
berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di lingkungannya.® Program
integrasi diri dengan diri dengan masyarakat biasanya seperti program
asimilasi yang diawasi oleh kejaksaan negeri, kepolisian, pengadilan negeri
dan pihak kementerian hukum dan HAM yang dilakukan oleh pihak balai
pemasyarakatan. Namun untuk program integrasi ini, di Lembaga
Pemasyarakan Kelas | Malang belum menerapkannya walaupun program

integrasi tersebut merupakan bagian dari hak narapidana disetiap LAPAS

’ Wawancara dengan, Chotim Asrofi, Kepala Kasi Registrasi LAPAS Kelas | Malang, tanggal 30
April 2016 (diolah)

® Wawancara dengan Aldo narapidana yang telah bebas dari LAPAS Kelas | Malang tanggal 18
Mei 2016



yang ada jika telah memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, hal tersebut terjadi dikarenakan masih ada
kekhawatiran dari pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Malang

jikalau narapidana yang bersangkutan akan melarikan diri.

Seluruh kegiatan pembinaan dapat disajikan berupa pembimbingan
dan kegiatan yang lain. Wujud bimbingan dan kegiatan lainnya itu akan
disesuaikan dengan kemampuan pembimbingnya tersebut dan kebutuhan para
narapidanannya yang keseluruhannya bergantung pada keadaan, tempat,

lingkungan dan fasilitas lainnya.

Pelaksanaan Remisi Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan

Pada prinsipnya remisi atau pengurangan masa pidana merupakan
sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada
narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal tersebut
terkandung dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dimana
dalam pasal tersebut berbunyi tentang hak-hak narapidana dalam lembaga
pemasyarakatan salah satunya adalah tentang hak memperoleh remisi. Remisi
juga diatur dalam Peraturan Pemerintan Nomor 32 Tahun 1999 tentang
pemasyarakatan kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan dan diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun

1999 tentang Remisi.



Adapun jenis-jenis remisi dan syarat memperoleh remisi adalah

sebagai berikut :

1. Remisi Umum
Yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik
Indonesia pada tanggal 17 agustus. Syarat memperoleh remisi umum
adalah warga binaan pemasyarakatan berperilakuan baik dan tidak sedang
menjalani CMB, warga binaan pemasyaraktan tidak sedang menjalani
pidana pengganti denda, warga binaan pemasyarakatan tidak dijatuhi
hukuman mati atau seumur hidup, sudah menjalani pidana lebih dari 6
bulan, dan tidak sedang dikenakan hukuman disiplin yang tercantum
dalam buku register f.
2. Remisi Khusus

Yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana dan
anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika sesuatu agama
mempunyai lebih dari satu kali hari besar keagamaan dalam setahun ,
maka yang diberikan adalah hari besar keagamaan yang paling
dimuliakan. Syarat memperoleh remisi umum adalah warga binaan
pemasyarakatan berperilakuan baik dan tidak sedang menjalani CMB,
warga binaan pemasyaraktan tidak sedang menjalani pidana pengganti
denda, warga binaan pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati atau
seumur hidup, dan tidak sedang dikenakan hukuman disiplin yang
tercantum dalam buku register f.

3. Remisi Tambahan



Berdasrkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang remisi
tambahan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada
Negara. Remisi ini diberikan karena berjasa kepada Negara, perbuatan
yang bermanfaat bagi kemanusiaan atau pemuka, dengan syarat warga
binaan pemasyarakatan berjasa kepada Negara, melakukan pernuatan
kemanusiaan, warga binaan pemasyarakatan membantu kegiatan
pembinaan pemuka, sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan.

Remisi Dasawarsa

Menurut Kepres No 120 Tahun 1955, Remisi dasawarsa diberikan
bertepatan pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanggal 17
agustus, tiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Besar Remisi adalah satu
perduabelas (1/12) dari masa pidana dan sebesar-besarnya 3 (tiga) bulan .
Untuk tahun 2015, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan
Republik Indonesia yang ke 70, maka pada tahun tersebut diberikan remisi
dasawarsa. Syarat pemberian remisi dasawarsa adalah dijatuhi hukuman
lebih dari 6 bulan , warga binaan pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman
disiplin, warga binaan pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati atau

seumur hidup.



5. Prosedur Pemberian Remisi
Prosedur untuk mendapatkan remisi antara lain yaitu:®

1. Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
olen Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi diberitahukan
kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 agustus bagi mereka yang
diberikan remisi pada hari Proklamasi tersebut atau pada hari besar
keagaamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang
bersangkutan

Adapun kualifikasi besarnya dan mengenai pelaksanaan pemberian
remisi baik itu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan dan remisi
dasawarsa adalah sebagai berikut :

1. Remisi Umum

Besarnya Remisi Umum adalah :

a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anakpidana yang telah
menjalani pidana selama 6 (enam) bulan sampai 12 (duabelas)
bulan

b. 2 (dua) bulan narapidana dan anak pidana yang telah menjalani

pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih

? http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1425/bagaimana-prosedur-mengajukan-remisi
diakses pada tanngal 20 januari 2016



http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1425/bagaimana-prosedur-mengajukan-remisi

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).

b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.

c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.

d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5
(lima) bulan.

e. Pada tahun ke enam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam)

bulan setiap tahun

2. Besarnya remisi tambahan adalah :

a. 1/2 (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang
bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa
kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi
Negara atau kemanusiaan.

b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun
yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah
dilakukan perbuatan yang membantu krgiatan pembinaan di
Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka

3. Pemberian Remisi Khusus adalah :
a. L15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang

menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan



b.

1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah

menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih

Pemberian remisi khusus sebagai berikut :

a.

Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana di maksudkan
dalam ayat 1(satu)

Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1
(satu) bulan

Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi
1(satu) bulan 15 (lima belas) hari

Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan

setiap tahun .

Pemberian Remisi Khusus dilaksnakan pada :

a.

b.

C.

d.

Setiap hari raya idul fitri bagi narapidana dan anak pidana yang
beragama islam

Setiap hari raya natal bagi pidana dan anak pidana yang beragama
krinten

Setiap hari raya nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang
beragama hindu

Setiap hari raya waisak bagi narapidana dan anak pidana yang

beragama budha



4. Remisi Dasawarsa
Menurut Kepres No 120 Tahun 1955, Remisi dasawarsa diberikan
bertepatan pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanggal 17
agustus, tiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Besar Remisi adalah satu
perduabelas (1/12) dari masa pidana dan sebesar-besarnya 3 (tiga)
bulan .° Untuk tahun 2015, bertepatan dengan hari ulang tahun
kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70, maka pada tahun

tersebut diberikan remisi dasawarsa.

Semua narapidana memiliki hak yang sama dalam memperoleh remisi kecuali
dalam pasal 34 huruf A peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang

pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang berbunyi :

(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak
pidana terorisme, narkotika dan presekutor narkotika, psikotropika, korupsi,
kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia berat,
serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi
persyaratan:

a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu

membongkar perkara  tindak pidana yang dilakukannya;

' Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955 tentang Pemberian

Pengurangan Pidana Istimewa kepada Narapidana yang telah Hilang Kemerdekaan pada Hari
Dasawarsa



b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan
pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak
pidana korupsi;dan

c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh
LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta
menyatakan ikrar:

1) kesetiaan kepada Negara Kesatuam Republik Indonesia secara
tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia,atau
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme

secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing

Pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya perbedaan persyaratan bagi
narapidana yang melakukan melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan
presekutor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadapnkeamanan
Negara, kejahatan hak asasi manusia berat, serta kejahatan transnasional
terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal
34A. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia dimana dalam Perarutan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 14
dimana seluruh narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan maupun
rutan berhak menerima haknya sebagai narapidana salah satunya adalah hak
mendapatkan remisi. Di dalam lembaga pemasyarakatan kelas I Malang belum
ada yang mendapatkan remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A.



Bagan 2

Alur Pengajuan Remisi

KALAPAS

I

KANWIL

|

KEMENKUMHAM

I

KELUAR SK

|

KALAPAS

|

Di umumkan pada
upacara 17 Agustus

|

Diterima Narapidana




Tabel 4

Data Narapidana Penerima Remisi Tahun 2015

X Remisi yang dilakukan

ol Register flang R. khusus | R.Umum | R. Dasawarsa

1 2 3 4 5 6

PP.99/2012
1 BI1.97/D/2015 Zaenal Abidin 15 hari 1 bulan 1bln,5hr
2 B1.107/D/2015 Abdul Syakur 15 hari 1 bulan 1 bln, 13 hr
3 BI1A.394/D/2015 | Suyadi - 1 bulan 1 bulan
4 BI11A.434/D/2015 | Bambang Suwadi | - - 1 bulan
5 BIIA.435/D/2015 | Winardi - - 1 bulan
6 BI.153/KH/2013 | Toni Suhartono 1 bulan 2 bulan 3 bulan
7 BI.108/KH/2014 | Masrul Huda 1 bulan 2 bulan 3 bulan
8 BI.109/KH/2014 | Munir 1 bulan 2 bulan 3 bulan
9 BI.71/KH/2013 Hartono 1 bulan 2 bulan 3 bulan
10 | BI.166/KH/2014 | Dian Rudiana 1 bulan 2 bulan 3 bulan
11 | Bl.43.KH/2014 Farid Mudiono 15 hari 2 bulan 3 bulan
12 | BIL.26/KH/2015 Imam Sholeh 15 hari 1 bulan 3 bulan
13 | BI.97/KH/2014 Taufik 1 bulan 2 bulan 3 bulan
14 | B1.14/KH/2015 Yosi Pratyo 1 bulan 2 bulan 3 bulan
15 | BI.28/KH/2015 Sukari 15 hari 1 bulan 3 bulan
16 | BI.39/KH/2015 Sutikno 15 hari 1 bulan 3 bulan
17 | BI.73/KH/2014 M. Arief Febrian 1 bulan 2 bulan 3 bulan
18 | Bl.147/KH/2014 | Hedi 1 bulan 2 bulan 3 bulan
19 | BL.157/KH/2014 | Ngati’i 1 bulan 2 bulan 3 bulan
20 | BL.169/KH/2014 | Afnur Hamsyah 1 bulan 2 bulan 3 bulan
21 | Bl.17/KH/2015 Andriani 15 hari 1 bulan 3 bulan
22 | BIL.O3/KH/2014 | Fitra Setyawan 1 bulan 2 bulan 3 bulan
23 | BI1.107/KH/2014 | Rovik 1 bulan 2 bulan 3 bulan
24 | BI.05/KH/2015 ITham Nizar 15 hari 1 bulan 3 bulan
Ramadhani
25 | BL.11/KH/2015 Ngatemin 15 hari 1 bulan 3 bulan
26 | B1.20/KH/2015 Suheriyadi 15 hari 1 bulan 3 bulan
27 | BL.24/KH/2015 | Slamet Supriyadi 15 hari 1 bulan 3 bulan
28 | BI.31/KH/2015 Ferri Andi Hardi 15 hari 1 bulan 3 bulan
29 | BL.57/KH/2015 Alal Alamin 15 hari 1 bulan 3 bulan
30 | BL172/KH/2014 | Juwari 1 bulan 2 bulan 3 bulan
31 | BI.18/KH/2015 Nanang Khosim 15 hari 1 bulan 3 bulan
32 | BL.97/KH/2015 | Agung Widianto - 1 bulan 3 bulan
33 BI.166/KH/2015 | Muhammad 15 hari 1 bulan 3 bulan
Muklisan




Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Malang pada tahun 2015 mengajukan
usulan pemberian remisi yang diajukan narapidananya sebanyak 95 orang, namun
yang diterima untuk mendapatkan remisi tersebut hanya 33 orang sebagaimana
tertera pada tabel diatas. Tiga puluh tiga narapidana tersebut telah memenuhi
syarat sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang untuk memperoleh
remisi, sedangkan narapidana yang ditolak usulan remisi antara lain dikarenakan
tidak memenuhi syarat memperoleh remisi yaitu belum menjalani masa pidana
sebagaimana telah diatur yaitu enam bulan. Dari tabel diatas yang mendapatkan
remisi adalah narapidana yang melakukan tindakan pidana umum, sedangkan
yang melakukan tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme dan tindak

pidana khusus lainnya belum ada yang bisa mendapatkan remisi.

. Hambatan-hambatan Lembaga Pemasyarakatan kelas | Lowokwaru Malang
dalam pelaksanaan hak remisi bagi narapidana dan upaya-upaya yang telah
dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Lowokwaru Malang dalam
mengatasi hambatan tersebut

Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Malang dalam melaksanakan kegiatan
pembinaan melalui pemberian remisi sudah sangat baik. Namun dibalik
keberhasilannya itu terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi LAPAS Kelas |
Malang dalam proses pembinaan dan kegiatan merealisasikan remisi tersebut.
Hambatan yang dihadapi itu sendiri muncul dari dalam maupun luar LAPAS.
Kegiatan pembinaan sangatlah penting bagi narapidana karena dengan melalui
kegiatan tersebut dengan hasil yang baik maka narapidana berhak mendapatkan

salah satu haknya yaitu remisi.



Berikut akan penulis uraikan mengenai hambatan-hambatan yang terjadi di
dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam pelaksanaan kegiatan
pembinaan melalui pemberian remisi.

Hambatan yang terdapat di dalam LAPAS yaitu:

1. Jumlah sumber daya manusia atau petugas LAPAS yang jumlahnya
sangat minim dibandingkan dengan jumlah narapidana yang sudah
melebihi kapasitas hingga dua kali lipatnya, hal ini menimbulkan
hambatan bagi kegiatan pembinaan narapidana dimana dengan
kurangnya petugas yang ada akan memperlama proses pembinaan.
Selain itu proses kegiatan pembinaan menjadi kurang maksimal.

2. Kualitas sumber daya manusia atau petugas di dalam Lembaga
Pemasyarakatan Kelas | Malang harus ditingkatkan. Peningkatan
pengetahuan petugas sangat penting mengingat perkembangan
pengetahuan sangatlah cepat.

3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Beberapa sarana dan
prasarana di Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya pemberbaharuan
dan menambah fasilitas yang dapat menunjang dalam kegiatan
pemasyarakatan.

4. Kurangnya kesadaran diri dari narapidana itu sendiri. Narapidana
tersebut tidak merasa bahwa apa yang diperbuatnya itu merupakan
suatu tindakan yang salah dan harus ia sesali bahkan ia tidak merasa

jera dengan apa yang sudah ia perbuat.



Upaya-upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Malang dalam mengatasi

hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Jumlah petugas yang sangat terbatas dengan jumlah narapidana yang
sudah melebihi kapasitas, tentunya hal ini menjadi sorotan utama bagi
Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Malang dalam proses pelaksanaan
pembinaan agar berlangsung dengan lancar. Mengatasi hal ini Lembaga
Pemasyarakatan Kelas | Malang mengsiasati dengan menunjuk salah
satu narapidana yang mempunyai potensi dibidangnya. Seperti
narapidana yang ahli dalam olahraga voly, maka ia dijadikan tamping
olahraga voly, narapidana yang ahli dalam membaca Al Qur’an maka ia
ditunjuk sebagai pengajar bagi narapidana yang belajar membaca Al
Qur’an, kemudian narapidana yang ahli di bidang bercocok tanam akan
memberikan ilmu bercocok tanam kepada narapidana lain dalam
kegiatan pembinaan kemandirian bidang pertanian dan masih banyak
lagi yang lainnya.**

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang secara rutin memberikan
pendidikan baik formal maupun nonformal. Seperti kegiatan samapta
yang diberikan kepada petugas LAPAS yang bertujuan untuk mendidik
pegawai agar memiliki kemampuan di bidangnya. Dalam kegiatan ini

petugas dilatih kedisiplinan, ketrampilan, kemampuan membidik

" Wawancara dengan Bpk Agus Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1
Malang tanggal 21 Mei 2016



sasaran, bertahan diri di hutan, pendidikan seputar lembaga
pemasyarakatan dan lain-lain."?

3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang terus berbenah diri terhadap
masalah yang timbul, terutama dalam kualitas dan jumlah sarana dan
prasarana di dalam LAPAS yang terus diperbaharui dan ditambahkan
jumlahnya.

4. Dalam kegiatan pembinaan sebisa mungkin Pembina merubah karakter
narapidana yang sebelumnya buruk menjadi pribadi yang baik dan
dapat diterima masyarakat. Narapidana selama di dalam LAPAS secara
teratur diberikan siraman rohani agar narapida tersebut sadar akan
perbuatannya, selain itu narapidana juga dibekali dengan ketrampilan
baru yang dapat menunjang kehidupannya saat sudah kembali pada

lingkungan masyarakat.

2 Wawancara dengan Bpk Sugiyanto Staf Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang
tanggal 21 Mei 2016



